Penyidikan Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam suatu Akta Otentik Berdasarkan Ketentuan Pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor Bp/162/vii/2011/reskrim dan Berkas Perkara Nomor Bp/92/vii/2013/sa by Paramitha, D. A. (Dahlia)
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN 
PALSU  KE DALAM SUATU AKTA OTENTIK BERDASARKAN KETENTUAN 
PASAL 266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 
(STUDI KASUS BERKAS PERKARA NOMOR BP/162/VII/2011/RESKRIM DAN 
BERKAS PERKARA NOMOR BP/92/VII/2013/SATRESKRIM) 
 
JURNAL ILMIAH 
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh 
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum 
Oleh: 
DAHLIA AGNI PARAMITHA 
NIM. 105010100111075 
 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
FAKULTAS HUKUM 
MALANG 
2014 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN 
PALSU KE DALAM SUATU AKTA OTENTIK BERDASARKAN KETENTUAN 
PASAL 266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 
(STUDI KASUS BERKAS PERKARA NOMOR BP/162/VII/2011/RESKRIM DAN 
BERKAS PERKARA NOMOR BP/92/VII/2013/SATRESKRIM) 
Dahlia Agni Paramitha, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., Paham Triyoso, S.H., 
M.Hum 
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 
Email: pdahliaagni@yahoo.com 
Abstraksi 
Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai Penyidikan Tindak Pidana Menyuruh 
Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Otentik Berdasarkan Ketentuan Pasal 
266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal yang melatar belakangi penulis mengangkat 
judul tersebut, karena data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Malang Kota, di Kota 
Malang telah terjadi beberapa tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke 
dalam suatu akta otentik yang dilakukan oleh pihak pemohon atau klien dari Notaris yang 
tidak bertanggung jawab yang dirasa merugikan pihak lain. Dalam melakukan penyidikan 
tersebut, Penyidik harus melakukan pemanggilan terhadap Notaris baik sebagai saksi, ahli 
maupun sebagai tersangka untuk hadir dalam pemeriksaan untuk dimintai keterangan oleh 
Penyidik terkait akta otentik yang dibuatnya. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui 
tahapan penyidikan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu 
akta otentik dan dasar pertimbangan Penyidik menggunakan ketentuan Pasal 266 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus Berkas Perkara Nomor 
BP/162/VII/2011/Reskrim dan kasus Berkas Perkara Nomor BP/92/VII/2013/Satreskrim. 
Kata Kunci: Penyidikan, Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu, Akta Otentik, Pasal 266 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Abstract 
In this thesis, the writer raised concerns about criminal investigations ordered 
inserting false information into an authentic license under the provisions of article 266 
Indonesia Criminal Code. The thing that be the writer’s background to choice the title is 
because from database observation in City Police Resort Malang occure some criminal act to 
include false information to authentic license that have been doing by not responsible people 
and impair another people. In the investigate, investigator must calling to notary as witness, 
expert although suspected for present in interrogating for request information by investigator  
hooked authentic license that is made. The research done to know the stages of criminal 
investigations ordered inserting false information into an authentic deed and consider of the 
2 
 
investigator reason that used article 266 Indonesia Criminal Code based on Court Files 
Number BP/162/VII/2011/Reskrim and on Court Files Number BP/92/VII/2013/Satreskrim. 
Keyword: Investigation, Ordered Inserting False Information, Authentic License, Article 266 
Indonesia Criminal Code. 
Pendahuluan 
Kejahatan terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman pada saat ini, 
ditambah dengan banyaknya pengaruh dari negara lain, perkembangan teknologi serta 
tingkah laku masyarakat yang cenderung mengikuti hal-hal yang negatif. Pemalsuan surat 
merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh masyarakat baik dengan 
menggunakan maupun tidak menggunakan alat. Kejahatan pemalsuan surat diatur dalam 
Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Dalam penelitian ini difokuskan pada Pasal 266 KUHP yang menyatakan: 
“(1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta 
otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta 
itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu 
seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian 
itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai 
akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena 
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.”1 
Pada kenyataannya, pekerjaan yang dilakukan notaris tidak luput dari 
pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Apabila akta yang dibuat 
oleh Notaris ternyata dikemudian hari mengandung sengketa, maka hal ini 
perlu dipertanyakan, apakah ini merupakan kesalahan dari notaris yang dengan 
sengaja menguntungkan salah satu pihak penghadap atau kesalahan para pihak 
yang tidak memberikan dokumen yang sebenarnya. Apabila akta yang 
dibuat/diterbitkan notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris 
baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri, maka 
notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum 
dan tentunya hal ini harus terlebih dahulu dapat dibuktikan.
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Salah satu upaya dalam pembuktian kejahatan pemalsuan surat adalah dengan 
dibentuknya laboratorium forensik. Laboratorium forensik memiliki peran yang sangat 
                                                          
1
 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. Ke 28, 2009, hlm 
97. 
2
 Andi Ahmad Suhar Mansyur, 2013, Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik 
yang Dilakukan Oleh Notaris (online), http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Andi-
Ahmad-Suhar-Mansyur, diakses 5 Desember 2013. 
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penting dalam mengungkap dan membuktikan kejahatan pemalsuan surat, yaitu meliputi 
bantuan pemeriksaan teknis laboratories baik terhadap barang bukti maupun terhadap 
kejadian perkara dan kegiatan-kegiatan bantuan lain yang berhubungan dengan unsur-unsur 
operasional polisi. 
Rumusan Masalah 
1. Bagaimana tahapan penyidikan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu 
ke dalam suatu akta otentik? 
2. Apa dasar pertimbangan penyidik menggunakan ketentuan Pasal 266 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dalam kasus Berkas Perkara Nomor BP/162/VII/2011/Reskrim 
dan kasus Berkas Perkara Nomor BP/92/VII/2013/Satreskrim? 
 
Metode 
Penulisan artikel ilmiah ini berdasarkan hasil dari penelitian penulis yang berjudul 
“Penyidikan Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta 
Otentik Berdasarkan Ketentuan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi 
Kasus Berkas Perkara Nomor BP/162/VII/2011/Reskrim dan Berkas Perkara Nomor 
BP/92/VII/2013/Satreskrim)”. Di mana penelitian ini mengkaji atau meneliti tentang 
penyidikan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta 
otentik dan dasar pertimbangan Penyidik menggunakan ketentuan Pasal 266 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dalam kasus Berkas Perkara Nomor BP/162/VII/2011/Reskrim dan 
kasus Berkas Perkara Nomor BP/92/VII/2013/Satreskrim. 
 Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan 
menggunakan pendekatan kasus yaitu dengan melihat dari kasus-kasus tindak pidana 
menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yang terjadi di kota 
Malang. Dalam penelitian ini, meneliti kasus dari Berita Acara Penyidikan yang diperoleh 
dari Kepolisian Resort Malang Kota yang terdiri dari 2 kasus, yaitu kasus adopsi dan kasus 
jual beli. 
Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan 
hukum primer yaitu bahan yang berupa dokumen-dokumen resmi yang diperoleh di lapangan 
yaitu Berita Acara Penyidikan, literatur-literatur atau Peraturan Perundang-Undangan yaitu 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah 
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Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen 
Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012). 
Dalam penelitian ini cara memperoleh bahan hukum primer dengan dokumentasi dari 
lembaga tempat dilaksanakannya penelitian yang dalam penelitian ini berupa Berita Acara 
Penyidikan, pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan dan mengutip data dari literatur 
yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, serta artikel-artikel dari internet. Untuk 
bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli dalam bentuk buku, tulisan-tulisan tentang 
hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal, penelusuran situs internet yang diperoleh 
dengan cara melakukan cara studi pustaka maupun penelusuran internet. Untuk bahan hukum 
tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum 
primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia yang 
diperoleh dengan cara studi pustaka dan/atau penelusuran internet. 
Keseluruhan data yang diperoleh baik primer, sekunder, maupun tersier, dianalisa 
secara deskriptif analitis yaitu bahan yang telah diperoleh disajikan secara deskriptif, yakni 
dengan menggambarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana menyuruh 
memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dan tahapan yang digunakan 
dalam penyidikan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu 
akta otentik untuk selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan 
peraturan yang ada. 
 
Pembahasan 
1. Tahapan Penyidikan Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke 
Dalam Suatu Akta Otentik 
Tahapan penyidikan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam 
suatu akta otentik adalah sebagai berikut: 
1. Diketahui Terjadinya Tindak Pidana 
Untuk mengetahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana menyuruh memasukkan 
keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, dengan adanya laporan yang diberikan oleh 
korban di Kantor Polisi. Yang dimaksud dengan laporan terdapat pada Pasal 1 butir 24 
KUHAP yaitu: 
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“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban 
berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau 
diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”3 
2. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan 
Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan: 
“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan 
tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”4 
Sesuai dengan rumusan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa sejak 
saat penyidik sudah mulai melakukan tindakan penyidikan maka penyidik 
yang bersangkutan wajib segera memberitahukan dimulainya penyidikan itu 
kepada penuntut umum dengan menggunakan formulir SERSE : A3 yang 
lazim dinamakan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). 
Untuk daerah terpencil atau yang sulit transportasinya, pengirimannya dapat 
dilakukan melalui upaya komunikasi lain sesuai dengan fasilitas yang ada 
kemudian segera disusul dengan SPDP.
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3. Pemeriksaan Saksi 
Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan: 
“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang 
berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, 
ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari 
pengetahuannya itu.”6 
 
4. Pemeriksaan Tersangka 
Pasal 117 KUHAP menyatakan: 
“(1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa 
tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. 
(2) Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia 
telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan 
kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai 
dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.”7 
Ketentuan yang diatur dalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP di atas merupakan 
jaminan bagi orang-orang tersangka, bahwa mereka dapat memberikan 
                                                          
3
 Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan 
Hoge Raad Edisi Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet Ke-8, 2003, hlm 354. 
4
 Ibid, hlm 398. 
5
 HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, Cetakan ke-12, 
2011, hal 174. 
6
 Soenarto Soerodibroto, op.cit. 355. 
7
 Ibid, hlm 401.  
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keterangan mereka kepada penyidik secara bebas, tanpa adanya tekanan dari 
siapa pun dan dalam bentuk apa pun. Ketentuan tentang keharusan dari 
penyidik untuk mencatat dalam berita acara keterangan tersangka sesuai 
dengan kata-kata yang digunakan oleh tersangka sendiri itu merupakan suatu 
ketentuan yang sangat penting dalam KUHAP kita, yakni untuk menjamin 
keaslian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka.
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5. Pemeriksaan Ahli 
Untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan, Penyidik dapat memanggil seorang ahli 
apabila diperlukan. 
Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan: 
“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang 
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang 
suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”9 
 
 
6. Penggeledahan 
Terdapat dua jenis penggeledahan yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan 
badan. Yang dimaksud dengan penggeledahan rumah terdapat dalam Pasal 1 butir 17 yang 
menyatakan: 
“Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah 
tempat tinggal dan tempat tertutup Iainnya untuk melakukan tindakan 
pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.”10 
 
Penggeledahan rumah terdapat dua macam, penggeledahan dalam keadaan biasa dan 
penggeledahan dalam keadaan perlu dan mendesak. Penggeledahan dalam keadaan biasa 
diatur dalam Pasal 33 KUHAP. Sedangkan penggeledahan dalam keadaan perlu dan 
mendesak diatur dalam Pasal 34 KUHAP. 
Penggeledahan badan diatur dalam Pasal 1 butir 18 KUHAP yang menyatakan: 
“Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan 
pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang 
diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita”.11 
 
 
                                                          
8
 PAF Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum 
Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ketiga, 2013, hal 276. 
9
 Soenarto Soerodibroto, op.cit. 355. 
10
 Ibid, hlm 353. 
11
 Soenarto Soerodibroto, loc.cit. 
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7. Penyitaan 
Pengertian penyitaan terdapat dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang menyatakan: 
“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan 
di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud 
untuk kepentingan dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”12 
Terdapat macam-macam bentuk penyitaan, yaitu penyitaan dalam keadaan biasa yang 
dapat dilakukan terhadap benda-benda yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, 
penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak yang terdapat dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP, 
penyitaan terhadap surat atau tulisan lain yang terdapat dalam Pasal 43 KUHAP, dan 
penyitaan minuta akta Notaris yang berpedoman pada Surat Mahkamah 
Agung/Pemb/3429/86 dan Pasal 43 KUHAP. 
8. Penangkapan 
Pasal 1 butir 20 KUHAP menyatakan: 
“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara 
waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna 
kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”13 
Pasal 19 ayat (1) KUHAP menyatakan: 
“Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling 
lama satu hari.”14 
Pasal 17 KUHAP menyatakan: 
“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak 
pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”15 
Namun dalam kenyataannya, dalam penyidikan tindak pidana menyuruh memasukkan 
keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tidak selalu dilakukan penangkapan terhadap 
tersangka. 
 
                                                          
12
 Soenarto Soerodibroto, loc.cit. 
13
 Ibid, hlm 357. 
14
 Ibid, hlm 362. 
15
 Ibid, hlm 361. 
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9. Penahanan 
Pasal 1 butir 21 KUHAP menyatakan: 
“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau 
penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur 
dalam Undang-Undang ini.”16 
Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: 
“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang 
tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana 
berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan 
kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak 
atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.”17 
Semua instansi penegak hukum berwenang untuk melakukan penahanan baik 
Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim berdasarkan tingkat pemeriksaan masing-masing 
dan memiliki batas waktu masing-masing. Namun dalam kenyataannya, dalam penyidikan 
tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tidak 
selalu dilakukan penahanan terhadap tersangka. 
10. Penyerahan Berkas Perkara 
Pasal 8 KUHAP menyatakan: 
“(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam PasaI 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam 
undang-undang ini. 
(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 
(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dilakukan:  
a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; 
b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan 
tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.”18 
Apabila Penyidik telah selesai melakukan pemeriksaan penyidikan, maka Penyidik 
membuat Berkas Perkara Hasil Penyidikan (BPHP) untuk diserahkan kepada Penuntut 
Umum. Kemudian Penuntut Umum mempelajari BPHP tersebut untuk mengetahui apakah 
BPHP tersebut sudah lengkap atau belum. Apabila Penuntut Umum merasa BPHP tersebut 
                                                          
16
 Ibid, hlm 351. 
17
 Ibid, hlm 362. 
18
 Ibid, hlm 358. 
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belum lengkap, maka Penuntut Umum mengembalikan BPHP tersebut kepada Penyidik 
untuk diperbaiki dengan disertai petunjuk bagian mana yang kurang lengkap. Dengan adanya 
petunjuk tersebut, Penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan dan menyerahkan BPHP 
yang telah diperbaiki sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum, kepada 
Penuntut Umum dalam waktu paling lama 14 hari. Apabila dalam jangka waktu kurang dari 
14 hari sejak diterimanya berkas perkara dari Penyidik, Penuntut Umum telah memberitahu 
bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila dalam jangka waktu 14 hari Penuntut Umum 
tidak memberi tahu Penyidik bahwa masih terdapat kekuranglengkapan dalam berkas perkara 
tersebut, maka dengan sendirinya menurut hukum, penyidikan telah dianggap lengkap dan 
selesai dan berarti tanggung jawab Penyidik atas kelanjutan penyelesaian berkas perkara 
kepada Penuntut Umum telah berakhir. Kemudian Penyidik menyerahkan tanggung jawab 
atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. 
 
B. Dasar Pertimbangan Penyidik Menggunakan Ketentuan Pasal 266 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Berkas Perkara Nomor 
BP/162/VII/2011/Reskrim dan Kasus Berkas Perkara Nomor 
BP/92/VII/2013/Satreskrim 
1. Analisis Kasus Berkas Perkara Nomor BP/162/VII/2011/Reskrim 
a. Pasal 266 ayat (1) KUHP 
1) Pemenuhan alat bukti terhadap unsur “Barangsiapa”. 
a) Berdasarkan  keterangan dari saksi Connij Sutjiati dan saksi Sisca Sutjiati 
menerangkan bahwa tanpa sepengetahuan dari keduanya, alm. Jamin Kwantoro telah 
mengangkat anak (adopsi) Ruth Vonny Herawati dengan mengurus Akta Pengangkatan Anak 
(Adoptie) Nomor 65, tertanggal 16 Februari 2008 dihadapan Notaris Eko Handoko Widjaja, 
S.H.. Dengan menggunakan Surat Wasiat (Testament) Nomor 72, tanggal 16 Juli 2009, Ruth 
Vonny Herawati menganggap satu-satunya ahli waris dari alm. Jamin Kwantoro. 
b) Keterangan saksi Lilik Sulastri, Detty F. Rotty, Nunuk Maria Pujowati dan Eko 
Handoko Widjaja, S.H. menerangkan bahwa pada waktu Jamin Kwantoro (Alm) dan Ruth 
Vonny Herawati menghadap Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H. untuk mengurus 
pengangkatan anak (Adoptie), Jamin Kwantoro menjelaskan kedua anaknya sudah pindah ke 
luar negeri sehingga Jamin Kwantoro tidak ada yang mengurus, merawat dan 
memperhatikan. Yang mengurus saat itu adalah Ruth Vonny Herawati, sehingga saat itu 
dibuatkan Akta Pengangkatan Anak (Adoptie) No. 65 tanggal 16 Februari 2008 oleh Notaris 
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Eko Handoko Widjaja. Pada tanggal 16 Juli 2009 Jamin Kwantoro membuat Surat Wasiat 
(Testament) Nomor 72 tertanggal 16 Juli 2009 yang mengangkat satu-satunya ahli waris 
adalah Ruth Vonny Herawati. 
c) Keterangan saksi Jajan Heryana, S.Sos, M.Si, menerangkan bahwa Ruth Vonny 
Herawati, pada akhir bulan Mei tahun 2010 datang di Kantor Kelurahan oro-oro Dowo, Kec. 
Klojen, Kota Malang, dalam rangka mengurus surat keterangan kematian untuk mengurus 
Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Malang, Surat Keterangan Kematian tersebut 
atas nama Jamin Kwantoro (alm) dengan mengatakan “saya anak angkatnya pak Jamin 
Kwantoro” setelah itu dia menunjukkan Akta Pengangkatan Anak (Adoptie) Nomor 65 
tanggal 16 Pebruari 2008” dan juga sambil bilang “saya juga punya Surat Wasiat dari alm. 
Jamin Kwantoro” namun Surat Wasiat itu tidak diperlihatkan. 
d) Keterangan tersangka Ruth Vonny Herawati, menerangkan bahwa tersangka sebagai 
anak angkat dari alm. Jamin Kwantoro dengan bukti Akta Pengangkatan Anak (Adoptie) 
Nomor 65 tanggal 16 Februari 2008 dan juga Akta Pernyataan Nomor 27 tanggal 07 Juli 
2009 yang dibuat dihadapan Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H. yang merupakan perbaikan 
dari Akta Nomor 65 tanggal 16 Februari 2008. 
e) Barang bukti yang disita dari saksi Eko Handoko Widjaja, S.H., di Jl Kawi Nomor 23 
Malang, berupa fotocopy Akta Pengangkatan Anak (Adoptie) Nomor 65, tanggal 16 Februari 
2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Eko Handoko Widjaja S.H. yang dilegalisir, 
fotocopy Akta Pernyataan Nomor 27, tanggal 07 Juli 2009, yang dibuat oleh dan di hadapan 
Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H. yang dilegalisir, fotocopy Surat Wasiat (Testament) 
Nomor 72, tanggal 16 Juli 2009, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Eko Handoko 
Widjaja, S.H. yang dilegalisir. 
Jadi unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dengan (tiga) alat bukti. 
2) Pemenuhan alat bukti terhadap unsur “menyuruh memasukkan keterangan palsu 
ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus 
dinyatakan oleh akta itu”. 
a) Keterangan saksi Connij Sutjiati dan saksi Sisca Sutjiati menerangkan bahwa pada 
waktu Jamin Kwantoro bersama Ruth Vonny Herawati menghadap Notaris Eko Handoko 
Widjaja, S.H. untuk membuat Akta Pengangkatan Anak (Adoptie) telah memberikan 
keterangan palsu dengan cara menerangkan kepada Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H. 
bahwa anak-anak pihak kesatu (Jamin Kwantoro) kesemuanya telah pindah ke luar negeri, 
sehingga dalam kehidupan sehari-hari pihak kesatu tidak ada yang merawat, menemani dan 
memperhatikan, tetapi selang beberapa waktu Jamin Kwantoro dan Ruth Vonny Herawati 
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merubah beberapa kata dengan membuat Akta Pernyataan Nomor 27 tanggal 07 Juli 2008 
dari kata-kata yang tercantum dalam Akta Pengangkatan Anak (Adoptie) tanggal 16 Februari 
2008 Nomor 65 tersebut menjadi berbunyi “bahwa anak-anak pihak kesatu (Jamin Kwantoro) 
salah satunya di luar kota dan satunya berada di luar negeri, sehingga dalam kehidupan 
sehari-hari pihak kesatu tidak ada yang merawat, menemani dan memperhatikan”. 
b) Keterangan saksi Lilik Sulastri, Detty F. Rotty, Nunuk Maria Pujowati dan Eko 
Handoko Widjaja, S.H. menerangkan bahwa pada waktu Jamin Kwantoro (alm) dan Ruth 
Vonny Herawati menghadap Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H. untuk mengurus 
pengangkatan anak (Adoptie), terdapat kesalahan kata-kata dalam Akta Pengangkatan Anak 
(Adoptie) Nomor 65, maka dibuatlah Akta Pernyataan Nomor 27 tanggal 07 Juli 2009 yang 
merubah kata-kata pada Akta Pengangkatan Anak (Adoptie) Nomor 65 tanggal 16 Februari 
2008. 
c) Keterangan ahli perdata atas nama Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., 
menerangkan bahwa adanya Akta Pengangkatan Anak (Adoptie) Nomor 65 tanggal 16 
Februari 2008 dan Surat Wasiat (Testament) Nomor 72 tanggal 16 Juli 2009 tersebut tidak 
menghapuskan hak waris anak kandung dari almarhum Jamin Kwantoro karena anak 
kandung mempunyai Legitieme Portie, yaitu hak mutlak ahli waris atas harta warisan yang 
dilindungi oleh Undang-Undang, dengan demikian hak Saudari Connij Sutjiati dan Sisca 
Sutjiati tidak bisa hapus oleh Akta Pengangkatan Anak (Adoptie) dan Surat Wasiat 
(Testament) yang telah dibuat oleh almarhum Jamin Kwantoro. 
d) Keterangan ahli pidana atas nama Dr. Prija Djatmika S.H., M.S., menerangkan bahwa 
Jamin Kwantoro (alm) dan Ruth Vonny Herawati telah menyuruh memasukkan keterangan 
palsu ke dalam akta otentik, di mana pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian, dalam 
hal ini kerugian terhadap kepentingan hukum anak-anak kandung Jamin Kwantoro sebagai 
ahli waris sah almarhum. Bukti adanya keterangan palsu itu diperkuat dengan adanya Akta 
Pernyataan Nomor 27 tanggal 07 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Eko Handoko 
Widjaja, S.H. yang merubah kata-kata dalam Akta Pengangkatan Anak (Adoptie) Nomor 65. 
e) Keterangan tersangka Ruth Vonny Herawati, menerangkan bahwa dia sebagai anak 
angkat dari alm. Jamin Kwantoro dengan bukti Akta Pengangkatan Anak (Adoptie) Nomor 
65. Setelah dibaca secara teliti isi dari Akta tersebut, ternyata ada kalimat yang salah. 
Selanjutnya tersangka bilang kepada Jamin Kwantoro bahwa ada kalimat yang salah, anaknya 
papi tidak semuanya pindah ke luar negeri, tetapi yang satu pindah ke Yogyakarta, hal itu 
disampaikan kepada papi beberapa kali, dan kemudian pada tanggal 07 Juli 2009, sekitar 
pukul 12.00 WIB tersangka diajak oleh Saudara Jamin Kwantoro untuk datang ke kantor 
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Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H. Untuk membuat Akta Pernyataan yang isinya merubah 
sebgaian isi akta 65 tanggal 16 Februari 2009. 
f) Barang bukti yang disita dari saksi Eko Handoko Widjaja, S.H. di Jl. Kawi Nomor 23 
Malang, berupa fotocopy Akta Pengangkatan Anak (Adoptie) Nomor 65, tanggal 16 Februari 
2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eko Handoko Widjaja S.H. yang dilegalisir, 
fotocopy Akta Pernyataan Nomor 27, tanggal 07 Juli 2009, yang dibuat oleh dan dihadapan 
Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H. yang dilegalisir, fotocopy Surat Wasiat (Testament) 
Nomor 72 tanggal 16 Juli 2009, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eko Handoko 
Widjaja, S.H. yang dilegalisir. 
Jadi unsur “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai 
sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” telah terpenuhi dengan 4 
(empat) alat bukti seperti di atas. 
3) Pemenuhan alat bukti terhadap unsur “dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan 
kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”. 
a) Keterangan saksi Connij Sutjiati dan saksi Sisca Sutjiati menerangkan bahwa Akta 
Pengangkatan Anak (Adoptie) Nomor 65 tanggal 16 Februari 2008, dan Surat Wasiat 
(Testament) Nomor 72 tanggal 16 Juli 2009 telah digunakan oleh Ruth Vonny Herawati 
untuk mengurus Surat Kematian dan Surat Keterangan Waris dan digunakan untuk 
menguasai harta warisan alm. Jamin Kwantoro. Dengan dibuatnya Akta Pengangkatan Anak 
(Adoptie) Nomor 65 tersebut, saksi telah dirugikan, karena tidak bisa mengurus Surat 
Keterangan Waris dan harta peninggalan alm. Jamin Kwantoro. 
b) Keterangan ahli perdata atas nama Dr. Abdul Rachmad Budiono S.H., M.H. 
menerangkan bahwa adanya Akta Pengangkatan Anak (Adoptie) Nomor 65 tanggal 16 
Februari 2008 dan Surat Wasiat (Testament) Nomor 72 tanggal 16 Juli 2009 tidak 
menghapuskan hak waris anak kandung dari almarhum Jamin Kwantoro karena anak 
kandung mempunyai Legitieme Portie, yaitu hak mutlak ahli waris atas harta warisan yang 
dilindungi oleh Undang-Undang, dengan demikian hak Connij Sutjiati dan Sisca Sutjiati tidak 
bisa hapus oleh Akta Pengangkatan Anak (Testament) yang telah dibuat oleh alm. Jamin 
Kwantoro. 
c) Keterangan ahli pidana atas nama Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., menerangkan 
bahwa Jamin Kwantoro (alm) dan Ruth Vonny Herawati telah menyuruh memasukkan 
keterangan palsu ke dalam akta otentik, di mana pemakaian akta itu dapat menimbulkan 
kerugian, dalam hal ini kerugian terhadap kepentingan hukum anak-anak kandung Jamin 
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Kwantoro sebagai ahli waris sah almarhum. Ruth Vonny Herawati menguasai harta atau 
warisan peninggalan dari alm. Jamin Kwantoro menggunakan dasar Surat Wasiat 
(Testament) Nomor 72 dimaksud, sehingga penggunaan surat wasiat untuk menguasai harta 
warisan atau peninggalan dari alm. Jamin Kwantoro tersebut dapat merugikan anak-anak 
kandung alm. Jamin Kwantoro. 
d) Keterangan tersangka Ruth Vonny Herawati, menerangkan bahwa dengan telah 
diterbitkannya Akta Pengangkatan Anak (Adoptie) Nomor 65 tanggal 16 Februari 2008, Akta 
Pernyataan Nomor 27 tanggal 07 Juli 2009 yang merupakan perbaikan dari Akta Nomor 72 
tanggal 16 Juli 2008 dan Surat Wasiat (Testament) Nomor 72 tanggal 16 Juli 2009 yang 
dibuat dihadapan Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H. tersangka telah menganggap dirinya 
adalah satu-satunya ahli waris dari alm. Jamin Kwantoro. Dengan demikian tersangka 
menganggap dia adalah yang paling berhak atas harta peninggalan alm. Jamin Kwantoro. 
e) Barang bukti yang disita dari saksi Eko Handoko Widjaja, S.H., di Jl. Kawi Nomor 23 
Malang, berupa fotocopy Akta Pengangkatan Anak (Adoptie) Nomor 65, tanggal 16 Februari 
2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eko Handoko Widjaja S.H. yang dilegalisir, 
fotocopy Akta Pernyataan Nomor 27, tanggal 07 Juli 2009, yang dibuat oleh dan dihadapan 
Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H. yang dilegalisir, fotocopy Surat Wasiat (Testament) 
Nomor 72, tanggal 16 Juli 2009, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Eko Handoko 
Widjaja, S.H. yang dilegalisir. 
Jadi unsur “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai 
sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” telah terpenuhi dengan 4 
(empat) alat bukti seperti di atas. 
 
2. Analisis Kasus Berkas Perkara Nomor BP/92/VII/2013/Satreskrim 
a. Pasal 266 Ayat (1) KUHP 
1) Pemenuhan alat bukti terhadap unsur “Barangsiapa”. 
a) Berdasarkan keterangan saksi Minatogawa Seisho, Farchan Ismail, Paulus Oliver 
Yoesoef, dan Budhi Santosa menerangkan bahwa tanah sudah dijual kepada Minatogawa 
Seisho namun dijadikan jaminan hutang kembali di PT BPR Gunung Ringgit. 
b) Berdasarkan barang bukti berupa (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir akta jual beli 
Nomor 338 AJB/Dau/FI/IV/2009, tanggal 30 April 2009, 1 (satu) bendel fotocopy yang 
dilegalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan Nomor 198 tanggal 30 September 
2011 oleh Notaris Paulus Oliver Yoesoef, S.H, 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Akta 
14 
 
Pemberian Hak Tanggungan Nomor 600/PHT/DAU/X/2011, tanggal 4 Oktober 2011 oleh 
Notaris Budhi Santosa, S.H. 
c) Berdasarkan keterangan tersangka Dewa Putu Raka Wibawa menerangkan bahwa 
telah memasangkan hak tanggungan terhadap tanah dan bangunan rumah sebagaimana SHGB 
Nomor 1113 yang telah dijual sebelumnya kepada Minatogawa Seisho. 
Jadi unsur “Barangsiapa” terpenuhi dengan 3 (tiga) alat bukti. 
2) Pemenuhan alat bukti terhadap unsur “menyuruh memasukkan keterangan palsu”. 
a) Berdasarkan keterangan saksi Farchan Ismail, Paulus Oliver Yoesoef, dan Budhi 
Santosa menerangkan, sebagaimana keterangan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan 
Nomor 600/PHT/Dau/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 diterangkan bahwa Nunuk Suhermin 
Puji Astutik yang telah mendapatkan kuasa dari tersangka Dewa Putu Raka Wibawa, saksi 
Eni Wahyuningrum, dan saksi Irwandoko sebagaimana Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan (SKMHT) Nomor 198 tanggal 30 September 2011 menjamin bahwa semua 
obyek hak tanggungan (SHGB Nomor 1113 surat ukur Nomor 00560/2009 tanggal 3 Maret 
2009 atas tanah seluas 151 m
2
 dan SHGB Nomor 1115 Surat Ukur Nomor 00562/2009 
tanggal 31 Maret 2009 seluas 151 m
2
 keduanya terletak di Ds. Landungsari Kec. Dau Kab. 
Malang atas nama PT Dewata Abdi Nusa) betul milik pihak pertama, tidak tersangkut dalam 
suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat. 
Padahal atas obyek SHGB Nomor 1113 telah dijual kepada Minatogawa Seisho sebagaimana 
akta jual beli Nomor 338-AJB/Dau/FI/IV/2009 tanggal 30 April 2009. 
b) Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir akta jual 
beli nomor 338 AJB/Dau/FI/IV/2009, tanggal 30 April 2009, 1 (satu) bendel fotocopy yang 
dilegalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan Nomor 198 tanggal 30 September 
2011 oleh notaris Paulus Oliver Yoesoef, S.H, 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Akta 
Pemberian Hak Tanggungan Nomor 600/PHT/DAU/X/2011, tanggal 4 Oktober 2011 oleh 
Notaris Budhi Santosa, S.H. 
c) Berdasarkan keterangan tersangka Dewa Putu Raka Wibawa menerangkan bahwa 
bersama dengan saksi Eni Wahyuningrum, dan saksi Irwandoko telah memberikan kuasa 
kepada Nunuk Suhermin Puji Astutik untuk membebankan hak tanggungan terhadap tanah 
dan bangunan rumah sebagaimana SHGB Nomor 1113 yang telah dijual sebelumnya kepada 
Minatogawa Seisho. 
Jadi unsur “menyuruh memasukkan keterangan palsu” terpenuhi dengan 3 (tiga) alat bukti. 
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3) Pemenuhan alat bukti terhadap unsur “ke dalam suatu akta otentik” 
a) Berdasarkan keterangan saksi Notaris Farchan Ismail, Paulus Oliver Yoesoef dan 
Notaris Budhi Santosa menerangkan bahwa keterangan yang disampaikan oleh tersangka 
Dewa Putu Raka Wibawa, saksi Eni Wahyuningrum, dan saksi Irwandoko yang memberikan 
kuasa kepada Nunuk Suhermin Puji Astutik, kemudian Nunuk Suhermin Puji Astutik 
menerangkan dalam Akta Notaris Budhi Santosa, S.H. berupa APHT bahwa Nunuk Suhermin 
Puji Astutik menjamin semua obyek hak tanggungan betul milik pihak pertama tidak 
tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun 
yang tidak tercatat. 
b) Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir akta jual 
beli Nomor 338 AJB/Dau/FI/IV/2009, tanggal 30 April 2009, 1 (satu) bendel fotocopy yang 
dilegalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan Nomor 198 tanggal 30 September 
2011 oleh Notaris Paulus Oliver Yoesoef, S.H, 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Akta 
Pemberian Hak Tanggungan No. 600/PHT/DAU/X/2011, tanggal 4 Oktober 2011 oleh 
Notaris Budhi Santosa, S.H.. 
c) Berdasarkan keterangan tersangka Dewa Putu Raka Wibawa menerangkan bahwa 
bersama dengan saksi Eni Wahyuningrum, dan saksi Irwandoko telah memberikan kuasa 
kepada Nunuk Suhermin Puji Astutik sebagaimana akta yang dibuat dihadapan Notaris 
Paulus Oliver Yoesoef, S.H. untuk membebankan hak tanggungan terhadap tanah dan 
bangunan rumah sebagaimana SHGB Nomor 1113 dan kemudian dibuatkan akta Notaris di 
hadapan Budhi Santosa, S.H. sebagaimana APHT No. 600/PHT/Dau/X/2011 tanggal 4 
Oktober 2011. 
Jadi unsur “ke dalam suatu akta otentik” terpenuhi dengan 3 (tiga) alat bukti. 
4) Pemenuhan alat bukti terhadap unsur “mengenai sesuatu hal yang kebenarannya 
harus dinyatakan oleh akta itu”. 
a) Berdasarkan keterangan saksi Paulus Oliver Yoesoef, Budhi Santosa, dan Wahyu Abi 
Siswanto, S.H. menerangkan bahwa dengan SKMHT Nomor 198 dan APHT Nomor 
600/PHT/Dau/X/2011, menerangkan jika obyek tanah dan bangunan rumah di atasnya 
sebagaimana SHGB Nomor 1113 adalah benar milik PT. Dewata Abdi Nusa dan tidak 
tersangkut dalam suatu sengketa. 
b) Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Surat 
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 198 tanggal 30 September 2011 oleh Notaris 
Paulus Oliver Yoesoef, S.H. dan 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Akta Pemberian 
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Hak Tanggungan Nomor 600/PHT/Dau/X/2011, tanggal 4 Oktober 2011 oleh Notaris Budhi 
Santosa, S.H.. 
c) Berdasarkan keterangan tersangka Dewa Putu Raka Wibawa menerangkan bahwa 
tidak menyampaikan apabila SHGB Nomor 1113 telah dijual oleh tersangka kepada 
Minatogawa Seisho, malah menyampaikan bahwa SHGB benar milik PT Dewata Abdi Nusa 
dan tidak tersangkut dalam suatu sengketa. 
Jadi unsur unsur “mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” 
terpenuhi dengan 3 (tiga) alat bukti. 
5) Pemenuhan alat bukti terhadap unsur “dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan 
kebenaran”. 
a) Berdasarkan keterangan saksi Paulus Oliver Yoesoef, Budhi Santosa, dan Wahyu Abi 
Siswanto, S.H. menerangkan bahwa keterangan tersangka Dewa Putu Raka Wibawa, saksi 
Eni Wahyuningrum, dan saksi Irwandoko disampaikan dalam SKMHT Nomor 198 dan 
selanjutnya dibuatkan APHT Nomor 600/PHT/Dau/X/2011. Adapun tujuan dibuatnya akta 
otentik dimaksud adalah untuk persyaratan kredit di PT BPR Gunung Ringgit atas nama 
debitur saksi Eni Wahyuningrum dengan persetujuan tersangka Dewa Putu Raka Wibawa dan 
saksi Irwandoko. 
b) Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Surat 
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 198 tanggal 30 September 2011 oleh Notaris 
Paulus Oliver Yoesoef, S.H. dan 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Akta Pemberian 
Hak Tanggungan Nomor 600/PHT/Dau/X/2011, tanggal 4 Oktober 2011 oleh Notaris Budhi 
Santosa, S.H.. 
c) Berdasarkan keterangan tersangka Dewa Putu Raka Wibawa menerangkan bahwa 
tersangka tidak menyampaikan kepada Notaris Paulus Oliver Yoesoef, S.H. SHGB Nomor 
1113 telah dijual oleh tersangka kepada Minatogawa Seisho karena apabila tersangka 
menyampaikan keadaan yang sebenarnya atas SHGB Nomor 1113 telah dijual kepada pihak 
lain, maka tidak akan dibuatkan surat kuasa dan pengajuan kreditnya tidak disetujui. 
Jadi unsure “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-
olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” terpenuhi dengan 3 (tiga) alat bukti. 
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b. Pasal 266 Ayat (2) KUHP 
1) Pemenuhan alat bukti terhadap unsur “Barangsiapa”. 
a) Berdasarkan keterangan saksi Paulus Oliver Yoesoef, Budhi Santosa, dan Wahyu Abi 
Siswanto menerangkan bahwa tersangka Dewa Putu Raka Wibawa, saksi Eni 
Wahyuningrum, dan saksi Irwandoko mendatangi Notaris Paulus Oliver Yoesoef, S.H. untuk 
membuat SKMHT atas obyek berupa SHGB Nomor 1113 dan SHGB Nomor 1115 karena 
atas kedua obyek dimaksud telah dijadikan jaminan kredit di PT BPR Gunung Ringgit. 
b) Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Surat 
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 198 tanggal 30 September 2011 oleh Notaris 
Paulus Oliver Yoesoef, S.H. dan 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Akta Pemberian 
Hak Tanggungan Nomor 600/PHT/Dau/X/2011, tanggal 4 Oktober 2011 oleh Notaris Budhi 
Santosa, S.H. 
c) Berdasarkan keterangan tersangka Dewa Putu Raka Wibawa menerangkan bahwa 
bersama dengan saksi Eni Wahyuningrum, dan saksi Irwandoko telah memberikan kuasa 
kepada Nunuk Suhermin Puji Astutik sebagaimana akta yang dibuat dihadapan Notaris 
Paulus Oliver Yoesoef, S.H. berupa SKMHT untuk membebankan hak tanggungan terhadap 
tanah dan bangunan rumah sebagaimana SHGB Nomor 1113 dan kemudian dibuatkan akta 
Notaris Budhi Santosa, S.H. sebagaimana APHT yang keduanya adalah sebagai persyaratan 
dalam pengajuan kredit di PT BPR Gunung Ringgit. 
Jadi unsur “Barangsiapa terpenuhi dengan 3 (tiga) alat bukti. 
2) Pemenuhan alat bukti terhadap unsur “dengan sengaja memakai akta tersebut”. 
a) Berdasarkan keterangan saksi Paulus Oliver Yoesoef, Budhi Santosa, dan Wahyu Abi 
Siswanto menerangkan bahwa akta berupa SKMHT Nomor 198 dan APHT Nomor 
600/PHT/Dau/X/2011 digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit di PT BPR Gunung 
Ringgit. 
b) Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Surat 
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 198 tanggal 30 September 2011 oleh Notaris 
Paulus Oliver Yoesoef, S.H. dan 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Akta Pemberian 
Hak Tanggungan Nomor 600/PHT/Dau/X/2011, tanggal 4 Oktober 2011 oleh Notaris Budhi 
Santosa, S.H.. 
c) Berdasarkan keterangan tersangka Dewa Putu Raka Wibawa menerangkan bahwa 
akta berupa SKMHT Nomor 198 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Paulus Oliver 
Yoesoef, S.H. yang telah ditanda tangani oleh tersangka, saksi Eni Wahyuningrum, dan saksi 
Irwandoko adalah sebagai persyaratan pengajuan kredit di PT BPR Gunung Ringgit. 
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Jadi unsur “dengan sengaja memakai akta tersebut” terpenuhi dengan 3 (tiga) alat bukti.  
3) Pemenuhan alat bukti terhadap unsur “seolah-olah isinya sesuai dengan 
kebenaran”. 
a) Berdasarkan keterangan saksi Paulus Oliver Yoesoef, Budhi Santosa, dan Wahyu Abi 
Siswanto menerangkan bahwa keterangan tersangka Dewa Putu Raka Wibawa, saksi Eni 
Wahyuningrum, dan saksi Irwandoko menerangkan dalam SKMHT Nomor 198 tanggal 
selanjutnya atas dasar itu dibuatkan APHT Nomor 600/PHT/Dau/X/2011 yang menerangkan 
jika obyek tanah dan bangunan rumah di atasnya adalah benar milik PT Dewata Abdi Nusa 
dan tidak tersangkut dalam suatu sengketa, hal atau keterangan tersebut dibuat dengan 
maksud supaya perjanjian kredit disetujui. 
b) Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Surat 
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 198 tanggal 30 September 2011 oleh Notaris 
Paulus Oliver Yoesoef, S.H. dan 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Akta Pemberian 
Hak Tanggungan Nomor 600/PHT/Dau/X/2011, tanggal 4 Oktober 2011 oleh Notaris Budhi 
Santosa, S.H.. 
c) Berdasarkan keterangan tersangka Dewa Putu Raka Wibawa menerangkan bahwa 
bersama saksi Eni Wahyuningrum dan saksi Irwandoko menyampaikan apabila SHGB 
Nomor 1113 SKMHT Nomor 198 oleh Notaris Paulus Oliver Yoesoef, S.H. dan APHT 
Nomor 600/PHT/Dau/X/2011, adalah benar milik PT Dewata Abdi Nusa dan tidak tersangkut 
dalam suatu sengketa dengan harapan pengajuan kredit bisa disetujui. 
Jadi unsur “seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran” terpenuhi dengan 3 (tiga) alat bukti. 
4) Pemenuhan alat bukti terhadap unsur “jika karena pemakaian tersebut dapat 
menimbulkan kerugian”. 
a) Berdasarkan keterangan saksi Minatogawa Seisho, Farchan Ismail, Paulus Oliver 
Yoesoef, Budhi Santosa, dan Wahyu Abi Siswanto bahwa dengan adanya SKHMT Nomor 
198 dan APHT Nomor 600/PHT/Dau/X/2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Budhi 
Santosa, S.H. yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit, Minatogawa Seisho 
mengalami kerugian sebesar Rp 350.000.000,00 dan PT BPR Gunung Ringgit mengalami 
kerugian sebesar Rp 250.000.000,00. 
b) Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Surat 
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 198 tanggal 30 September 2011 oleh Notaris 
Paulus Oliver Yoesoef, S.H. dan 1 (satu) bendel fotocopy yang dilegalisir Akta Pemberian 
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Hak Tanggungan Nomor 600/PHT/Dau/X/2011, tanggal 4 Oktober 2011 oleh Notaris Budhi 
Santosa, S.H. 
c) Berdasarkan keterangan tersangka Dewa Putu Raka Wibawa menerangkan bahwa atas 
pengajuan kredit di PT BPR Gunung Ringgit dengan persyaratan diantaranya 
menandatangani SKMHT Nomor 198 oleh Notaris Paulus Oliver Yoesoef, S.H. pengajuan 
kredit disetujui sebesar Rp 250.000.000,00 dengan jaminan yang dibebankan hak tanggungan 
berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1113 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan 
Nomor 1115. 
Jadi unsur “jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” terpenuhi dengan 3 
(tiga) alat bukti. 
 
 
Penutup 
Tahapan penyidikan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam 
suatu akta otentik yaitu diketahui terjadinya tindak pidana dengan adanya laporan dari 
korban, pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, 
pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyerahan 
berkas perkara kepada Penuntut Umum. 
Dasar pertimbangan Penyidik menggunakan ketentuan Pasal 266 KUHP adalah 
karena kasus Berkas Perkara Nomor BP/162/VII/2011/Reskrim berdasarkan alat bukti yang 
ada telah memenuhi unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP. Dasar pertimbangan penyidik 
menggunakan ketentuan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah karena 
kasus Berkas Perkara Nomor BP/92/VII/2013/Satreskrim berdasarkan alat bukti yang ada 
telah memenuhi unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP dan ayat (2) KUHP. 
Saran 
1. Bagi pihak Penyidik sebaiknya lebih mengoptimalkan pelaksanaan dan peraturan tentang 
menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP). Dan 
seharusnya dibentuk suatu Standart Operasional Prosedur antara Kepolisian dan Notaris 
dalam tingkat penyidikan. 
2. Bagi aparat penegak hukum sebaiknya lebih meningkatkan kerja sama dalam 
menjalankan tugasnya khususnya bagi Penyidik dan Ketua Pengadilan Negeri dalam 
meminta persetujuan untuk melakukan penyitaan terhadap surat atau tulisan lain di mana 
orang yang menguasai mempunyai kewajiban untuk merahasiakannya. 
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3. Bagi Notaris sebaiknya lebih mengoptimalkan kinerjanya dan melakukan penyuluhan 
hukum terlebih dahulu terhadap para pemohon sebelum membuatkan akta serta dihindari 
adanya kerjasama atau membantu memperlancar tindak pidana yang akan dilakukan oleh 
para pemohon. 
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